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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan lingkungan 
dalam pengembangan Ekowisata Embung Terpadu Dayun di Kabupaten Siak 
melalui pendekatan kolaborasi pentahelix. Penelitian ini menggunakan 
pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui , 
observasi, dan wawancara terhadap para aktor yang terlibat dalam pengelolaan 
ekowisata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan lingkungan telah 
memiliki dasar hukum yang kuat, namun implementasinya di tingkat lokal masih 
bersifat parsial dan belum terintegrasi secara sistematis. Kolaborasi antaraktor 
pentahelix (pemerintah, akademisi, pelaku usaha, komunitas, dan media) telah 
terbentuk, tetapi masih lemah pada aspek koordinasi, kapasitas kelembagaan, 
dan keberlanjutan pendanaan. Penelitian ini merekomendasikan pembentukan 
forum kolaborasi permanen, penyusunan peraturan desa khusus pengelolaan 
lingkungan, serta peningkatan kapasitas masyarakat melalui pendidikan dan 
pelatihan lingkungan. 
Kata kunci: kebijakan lingkungan, ekowisata, pentahelix, tata kelola, kolaborasi 

 
ABSTRACT 

This study aims to analyze the implementation of environmental policies in the 
development of the Dayun Integrated Reservoir Ecotourism in Siak Regency 
through a pentahelix collaboration approach. This study used a descriptive 
qualitative approach, with data collection techniques including observation and 
interviews with actors involved in ecotourism management. The results indicate 
that environmental policies have a strong legal basis, but their implementation at 
the local level remains partial and not systematically integrated. Collaboration 
between pentahelix actors (government, academics, business actors, 
communities, and the media) has been established, but remains weak in terms of 
coordination, institutional capacity, and funding infrastructure. This study 
recommends the establishment of a permanent collaboration forum, the 
development of village regulations specifically for environmental management, 
and community capacity building through environmental education and training. 
Keywords: environmental policy, ecotourism, pentahelix, governance, 
collaboration 
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1. PENDAHULUAN 

Isu lingkungan hidup telah menjadi perhatian global pada abad ke-21 

karena peningkatan eksploitasi sumber daya alam, alih fungsi lahan, dan 

urbanisasi yang tidak berkelanjutan menyebabkan degradasi lingkungan yang 

parah (World Bank, 2022). Krisis lingkungan ini menuntut  respon kebijakan 

yang terintergrasi dan adaptif. Dalam kerangka pembangunan berkelanjutan, 

kebijakan lingkungan berperan penting dalam menjaga keseimbangan antara 

dimensi ekonomi, sosial, dan ekologi. 

Komitmen Indonesia terhadap keberlanjutan tertuang dalam Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup (PPLH) yang menekankan prinsip partisipasi, transparansi, 

dan akuntabilitas. Prinsip tersebut juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 

10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan yang menegaskan bahwa 

pengembangan pariwisata harus memperhatikan kelestarian alam dan 

kesejahteraan masyarakat lokal. Pengaturan hukum ini menjadi landasan 

bahwa Pembangunan pariwisata tidak boleh mengabaikan faktor lingkungan. 

Salah satu pendekatan penting dalam kebijakan lingkungan adalah 

ekowisata, yang menurut Fennell (2020) merupakan kegiatan wisata berbasis 

alam yang bertujuan melestarikan lingkungan, meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat, dan mengedukasi wisatawan.  Ekowisata hadir sebagai Solusi 

Pembangunan yang mempertemukan kepentingan wisata dan peningkatan 

ekonomi lokal. Di sisi lain, tata kelola berbasis kolaborasi pentahelix menjadi 

kunci penting untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan (Helix, 2019). 

Model ini menekankan sinergi antara lima aktor utama: pemerintah, pelaku 

usaha, akademisi, komunitas, dan media. 

Kabupaten Siak di Provinsi Riau memiliki potensi ekowisata besar, salah 

satunya adalah Ekowisata Embung Terpadu Dayun, yang menggabungkan 

fungsi konservasi air, wisata edukasi, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. 

Namun, pengelolaan kawasan ini masih menghadapi sejumlah tantangan, 

antara lain koordinasi antaraktor yang belum optimal, keterbatasan kapasitas 

kelembagaan, serta lemahnya pengawasan terhadap dampak lingkungan. 

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana implementasi 

kebijakan lingkungan dalam pengembangan Ekowisata Embung Terpadu Dayun 

ditinjau dari perspektif kolaborasi pentahelix di Kabupaten Siak.  
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Tinjauan Pustaka 

Konsep Desa Wisata dan Ekowisata 

Desa wisata merupakan suatu kawasan pedesaan yang mempunyai 

sebagian ciri spesial buat jadi wilayah tujuan wisata. Di daerah ini, penduduk 

yang menempati masih mempunyai tradisi serta budaya yang belum tersentuh 

dan masih asli. Tidak hanya itu, sebagian aspek pendukung semacam santapan 

khas, sistem pertanian serta sistem sosial ikut memberi warna suatu area desa 

wisata. Di luar faktor- faktor tersebut, alam serta area yang masih asli serta 

terpelihara ialah salah satu aspek terutama dari suatu kawasan tujuan wisata 

(Alfian et al., 2021).. Menurut The International Ecotourism Society (TIES, 2015), 

ekowisata adalah perjalanan bertanggung jawab ke daerah alami yang 

bertujuan melindungi lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

lokal. 

United Nations World Tourism Organization (UNWTO, 2018) 

menegaskan bahwa prinsip ekowisata mencakup konservasi sumber daya alam, 

pemberdayaan masyarakat lokal, distribusi manfaat ekonomi yang adil, dan 

pendidikan lingkungan. Dengan demikian, pengembangan ekowisata bukan 

hanya meningkatkan jumlah wisatawan, tetapi juga memastikan keberlanjutan 

ekologis dan sosial budaya masyarakat. 

Dalam konteks Embung Terpadu Dayun, ekowisata berfungsi ganda: 

sebagai ruang ekologis (konservasi air dan keanekaragaman hayati) serta 

sebagai destinasi wisata berbasis pendidikan dan partisipasi masyarakat. 

Tata Kelola Kolaboratif dan Model Pentahelix 

Konsep governance berkembang dari pendekatan hierarkis menjadi 

kolaboratif yang melibatkan berbagai aktor dalam proses pengambilan 

keputusan (UNDP, 1997). Ansell dan Gash (2007) menjelaskan bahwa 

collaborative governance membutuhkan kepercayaan, komunikasi, dan 

kepemimpinan fasilitatif untuk mencapai kesepakatan bersama. 

Model pentahelix (Helix, 2019) merupakan bentuk tata kelola 

kolaboratif yang melibatkan lima unsur pembangunan, yaitu pemerintah, 

pelaku usaha, akademisi, komunitas, dan media. Kolaborasi antar unsur ini 

diyakini dapat memperkuat efektivitas kebijakan publik dalam bidang 

pembangunan berkelanjutan, termasuk pengelolaan ekowisata. 

Kolaborasi Pentahelix penting dalam pelaksanaan kebijakan ekowisata, 

agar keberhasilan konservasi tidak bisa hanya dibebankan pada pemerintah. 

Model ini membagi beban dan sumber daya: Pemerintah memberi otoritas, 

Akademisi memberi ilmu dan inovasi, Swasta memberi modal yang 

bertanggung jawab, Komunitas memberi partisipasi aktif, dan Media memberi 
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transparansi. Ketika semua pihak ini bekerja harmonis, kebijakan lingkungan 

bisa dijalankan secara nyata dan terukur di kawasan wisata, memastikan alam 

tetap lestari dan Pembangunan ekonomi berjalan. 

Partisipasi Masyarakat dalam Ekowisata 

Arnstein (1969) melalui “Ladder of Participation” menggambarkan 

berbagai tingkat partisipasi masyarakat dari pasif hingga citizen control. 

Sementara itu, Pretty (1995) menegaskan bahwa partisipasi masyarakat yang 

aktif dapat meningkatkan rasa memiliki dan mendukung keberlanjutan 

program pembangunan. Dalam konteks ekowisata, masyarakat berperan 

sebagai pelaku utama yang memahami potensi ekologis dan sosial di 

wilayahnya, sehingga keberhasilan pengelolaan ekowisata sangat ditentukan 

oleh tingkat partisipasi mereka. 

Maka dalam praktik pengelolaan ekowisata, partisipasi masyarakat 

penting  menjadi penentu keberhasilan, terutama untuk menyeimbangkan 

kepentingan antara pemerintah dan pelaku usaha. Mengacu pada kerangka 

kolaborasi Pentahelix, masyarakat lokal berperan sebagai pilar yang menjamin 

orientasi pembangunan tetap pada konservasi dan kesejahteraan sosial. 

Apabila masyarakat diberikan peran strategis, bukan sekadar pelengkap, 

mereka akan menjadi pengawas alami yang memastikan kebijakan lingkungan 

dipatuhi. Hal ini secara langsung meningkatkan efektivitas implementasi 

kebijakan, sebab kontrol sosial yang dilakukan masyarakat lokal jauh lebih 

efektif dan berkelanjutan dibandingkan pengawasan dari pihak luar, sehingga 

ekowisata dapat benar-benar memenuhi prinsipnya sebagai pariwisata yang 

bertanggung jawab. 

 
2. METODOLOGI PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk 

menganalisis implementasi kebijakan lingkungan di Ekowisata Embung Terpadu 

Dayun. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui: 

1. Wawancara mendalam dengan aparatur pemerintah desa, pengelola 

ekowisata, dan masyarakat lokal. 

2. Observasi lapangan terhadap kegiatan pengelolaan lingkungan dan 

aktivitas wisata. 

3. Studi dokumentasi atas peraturan, laporan kegiatan, dan data sekunder 

terkait. 

Analisis data dilakukan secara tematik dengan menggunakan kerangka 

collaborative governance dari Ansell dan Gash (2007). Validitas data diperkuat 

melalui triangulasi sumber dan metode (Emerson, Nabatchi, & Balogh, 2012). 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Implementasi Kebijakan Lingkungan di Tingkat Lokal 

Kebijakan lingkungan di tingkat nasional seperti UU No. 32 Tahun 2009 

dan UU No. 10 Tahun 2009 telah memberikan dasar hukum yang jelas bagi 

pengelolaan lingkungan di daerah. Namun, di tingkat desa, penerapannya 

masih bersifat parsial. Upaya konservasi yang dilakukan seperti penanaman 

pohon dan kegiatan bersih-bersih lingkungan belum didukung sistem 

monitoring jangka panjang atau data ekologi dasar. 

Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan di atas 

kertas (on-paper policy) dan kebijakan dalam praktik (in-practice policy), yang 

sejalan dengan temuan Mazmanian dan Sabatier dalam kajian implementasi 

kebijakan (Emerson et al., 2012). Oleh karena itu, kebijakan lingkungan di tingkat 

lokal memerlukan pedoman teknis operasional dan alokasi anggaran yang 

berkelanjutan. 

Pemerintah daerah Kabupaten Siak menerapkan sejumlah kebijakan 

lingkungan berkelanjutan untuk mendukung pengembangan ekowisata Dayun. 

Program Siak Kabupaten Hijau (Perbup No.22/2018) menekankan pengelolaan 

sumber daya alam secara lestari dan memberikan insentif fiskal  kepada 

kampung yang sukses menjaga lingkungan hidup sekaligus meningkatkan 

ekonomi lokal. Misalnya, kampung Dayun yang menerapkan praktik hijau 

mendapatkan tambahan alokasi dana desa berdasarkan kinerja ekologi. Di sisi 

lain, Pemerintah Republik Indonesia menetapkan Taman Nasional Danau 

Zamrud (2016) untuk melindungi ekosistem gambut seluas 31.480 ha sekaligus 

membuka peluang ekowisata alam berkelanjutan (wisata danau rawa gambut). 

Dukungan lintas pemerintahan terlihat pula dari Provinsi Riau yang 

mengapresiasi Dayun: Desa Dayun terpilih sebagai juara lomba desa wisata Riau 

(November 2021), penghargaan yang langsung diserahkan Gubernur di lokasi 

Embung Dayun. 

Penghulu kampung Dayun ,menyebutkan bahwa Pemerintah Kampung 

telah aktif merumuskan kebijakan desa dan memanfaatkan dana desa untuk 

infrastruktur lingkungan. Desa telah mengeluarkan Peraturan Desa (Perdes) 

tentang Pendapatan Asli Desa dan Aset Desa, khususnya untuk mengelola 

destinasi wisata embung terpadu (sebagai salah satu PADes), dengan investasi 

mencapai sekitar Rp2 miliar. Dana Desa tersebut digunakan antara lain untuk 

membangun taman hijau olahraga dan embung (kolam penampungan) yang 

awalnya berfungsi mencegah kebakaran lahan gambut menjadi objek wisata 

ramah lingkungan. Masyarakat lokal melalui Kelompok sadar Wisata ikut 
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berperan aktif dalam pemeliharaan kawasan hijau ini. Misalnya, mereka 

memanfaatkan embung untuk konservasi air dan pembudidayaan ikan 

sekaligus menangkal kebakaran gambut, serta mengelola sampah dan 

menanam vegetasi lokal sebagai bagian dari inisiatif lingkungan desa. 

Peran Aktor Pentahelix 

1. Pemerintah  

Pemerintah desa dan kabupaten berperan sebagai regulator dan 

fasilitator, namun keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran 

menjadi kendala utama. Tanpa dukungan anggaran rutin, kegiatan 

konservasi bersifat temporer dan tidak sistematis. Pemkab Siak 

mendorong regulasi dan program lingkungan seperti Siak Hijau dan 

insentif ekologi. Di tataran desa, Pemerintah kampung Dayun telah 

menetapkan Perdes No. 16 tahun 2020 tentang pedoman pengelolaan 

sampah di kampung Dayun Peraturan Desa No.07 Tahun 2016 tentang 

pedoman dan pelaksanaan gotong royong masyarakat kamis peduli 

lingkungan (Kaplingan) serta mengalokasikan dana desa untuk 

infrastruktur hijau. Selain itu, instansi pemerintah pusat (Taman Nasional 

Danau Zamrud) mengelola konservasi gambut sekaligus mengedukasi 

masyarakat tentang ekowisata. 

2. Akademisi  

      Peran akademisi lebih banyak berupa penelitian dan pendampingan, 

namun belum terintegrasi secara permanen. Keterlibatan perguruan 

tinggi secara sistemik dapat memperkuat basis ilmiah dan indikator 

monitoring kebijakan lingkungan (Emerson et al.).  Perguruan tinggi 

seperti UNRI, UGM, UNAND aktif melalui program pengabdian 

masyarakat. Mereka menerjunkan tim mahasiswa untuk membantu 

desa dalam pengelolaan UMKM dan pelestarian kearifan lokal (misalnya 

melalui Genera-Z BCA). Peran akademisi ini menguatkan basis 

pengetahuan dan pelatihan terkait ekowisata Dayun. Namun sangat di 

sayangkan hasil penelitian para akademisi tidak di jadikan rujukan dalam 

pembuatan kebijakan terutama kebijakan tentang lingkungan (Data 

based Policy). 

3. Bisnis  

         Sektor swasta terlibat dalam investasi fasilitas wisata dan promosi, 

tetapi belum memiliki mekanisme internal untuk memastikan kegiatan 

usahanya ramah lingkungan. Regulasi yang mewajibkan praktik 

berkelanjutan belum diterapkan sepenuhnya (Fennell, 2020). 

Perusahaan seperti PT BOB Siak Pusako-Pertamina Hulu berinvestasi 
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melalui CSR membangun fasilitas hijau dan embung wisata. Bank BCA 

(pada program Genera-Z) juga mendanai pelatihan dan pengembangan 

UMKM berkelanjutan  serta pembuatan bank sampah sebagai bagian 

dari dukungan wisata Dayun. Keterlibatan ini memperlihatkan sinergi 

swasta dalam mendukung kebijakan lingkungan lokal. 

4. Komunitas 

Dari hasil wawancara bersama Kelompok Sadar Wisata 

(Pokdarwis), pokdarwis  memiliki semangat tinggi dalam menjaga 

kawasan embung. Namun, partisipasi mereka masih terbatas pada 

pelaksanaan kegiatan, belum sampai pada pengambilan keputusan 

strategis. Warga Desa Dayun, khususnya kelompok sadar wisata , 

berperan sebagai pengelola dan penjaga ekosistem lokal. Misalnya, 

mereka rutin mengelola sampah, merawat tanaman, dan memantau 

embung (awalnya penanggulangan kebakaran) sebagai wisata edukasi. 

Penghulu Dayun (Nasya Nugrik) juga mengajak partisipasi warga melalui 

musyawarah dan gotong royong untuk mendukung ekowisata.  

5. Media  

          Media lokal berperan dalam promosi pariwisata, tetapi 

kontribusinya dalam edukasi publik dan advokasi lingkungan masih 

rendah. Padahal, menurut Helix (2019), media merupakan simpul 

penting dalam membentuk kesadaran publik terhadap kebijakan 

berkelanjutan. Media lokal dan nasional turut menyebarkan informasi 

tentang Desa Dayun sebagai desa wisata ramah lingkungan (misalnya 

liputan berita Detik.com, JPNN). Hal ini selaras dengan konsep 

pentahelix yang menempatkan media sebagai pengomunikasi inisiatif 

ekowisata. Berbagai LSM lingkungan juga memberi perhatian, misalnya 

dengan mendorong praktik konservasi gambut dan mendukung 

program kebencanaan (pengendalian karhutla) di tingkat desa.  

Secara keseluruhan, sinergi antara kebijakan daerah (Siak Hijau, perbup, 

program pemprov), inisiatif desa (Perdes, dana desa, BUMDes), dan dukungan 

sektor swasta/masyarakat (CSR perusahaan, program generasi muda, 

Pokdarwis) telah membentuk kerangka kerja pentahelix. Masing-masing 

elemen telah terlibat aktif dalam proses pengembangan ekowisata Dayun, 

sehingga kebijakan lingkungan dapat diimplementasikan lebih efektif melalui 

kolaborasi lintas sektor namun kolaborasi ini belum di maksimal karena belum 

adanya SOP atau regulasi resmi yang mengatur secara rinci tentang seberapa 

besar kontribusi tiap aktor dalam kawasan ekowisata kampung Dayun, 
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sehingga kontribusi yang ada terkesan hanya formalitas belaka tanpa ada 

monotoring dan evaluasi berkala. 

Berdasarkan kerangka collaborative governance (Ansell & Gash, 2007), 

kondisi awal di Dayun menunjukkan adanya niat baik dan tujuan bersama, yakni 

menjaga keberlanjutan embung sekaligus meningkatkan ekonomi lokal. 

Namun, desain kelembagaan kolaboratif belum terbentuk secara formal, dan 

forum multiaktor yang permanen belum tersedia. 

Kepemimpinan fasilitatif pemerintah desa mulai muncul, namun belum 

diikuti oleh mekanisme koordinasi yang efektif. Selain itu, kepercayaan 

antaraktor masih bersifat personal, belum terlembagakan dalam sistem tata 

kelola yang transparan dan partisipatif. 

Ekowisata embung terpadu Dayun telah membuka peluang kerja sama 

yang luas dengan berbagai mitra seperti  HKM Mandiri Sejahtera, PT.NPM & 

RECOFTC , CIFOR sebagai komitmen untuk selalu megusung konsep sustainable 

tourism, pendekatan pariwisata yang bertujuan menjaga keseimbangan antara 

kebutuhan wisatawan, lingkungan, masyarakat lokal dan pariwisata itu sendiri. 

Dan bebrapa waktu yang lalu Kampung Dayun juga menerima kunjungan dari 

Dinas Lingkungan hidup, kehutanan dan pertanahan (DLHKP) serta 

pengelolaan hutan Desa Waninggap Nanggo Kab.Marauke Provinsi Papua 

Selatan dan kunjungan petani dari program SMPEM (Sustainable Managemen 

of Peatland Ecosystem in Malaysia) dalam rangka kolaborasi dan implementasi 

program bersama IMPLI di demplot TK PPEG Dayun Lestari yang menjadi ajang 

untuk berbagi ilmu, pengalaman dan praktik dalam pengelolaan pertanian 

berkelanjutan di lahan gambut antara petani Malaysia dan petani Dayun. 

Melalui kolaborasi ini diharapkan  lahir inovasi baru yang memperkuat 

ketahanan pangan, menjaga lingkungan, serta meningkatkan kesejahteraan 

petani lokal. 

Hal ini tentu menjadi suatu pencapaian yang perlu di apresiasi karena 

ternyata ekowisata Embung Terpadu Dayun telah mampu menarik minat para 

perusahaan swasta bahkan komunitas petani Malaysia untuk bermitra 

membuka peluang yang luas demi kesejahteraan masyarakat dayun dan 

kelestarian lingkungan.  

Faktor Pendukung dan Penghambat 

Faktor pendukung utama adalah komitmen lokal yang tinggi terhadap 

konservasi lingkungan, adanya potensi sumber daya alam yang besar, serta 

inisiatif kolaboratif antara pemerintah dan masyarakat. Sementara itu, faktor 

penghambat meliputi keterbatasan dana, kapasitas teknis, ketiadaan data 
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ekologis, serta lemahnya mekanisme pengawasan dan evaluasi sehingga 

kebijakan lingkungan yang di implementasikan belum optimal di rasakan. 

Implikasi Kebijakan 

Berdasarkan analisis tersebut, kebijakan lingkungan di Dayun memerlukan: 

a. Integrasi kebijakan lingkungan ke dalam RPJMDes dan rencana strategis 

wisata. 

b. Pembentukan forum kolaborasi lintas sektor dengan mandat formal. 

c. Alokasi anggaran berkelanjutan untuk konservasi dan monitoring 

lingkungan. 

d. Pelatihan teknis bagi masyarakat dan pelaku usaha. 

e. Penguatan transparansi publik melalui laporan berkala dan papan 

informasi lingkungan. 

 

4. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

Implementasi kebijakan lingkungan di Ekowisata Embung Terpadu 

Dayun menunjukkan adanya kemajuan dari sisi kesadaran, namun belum 

optimal dalam pelaksanaan teknis dan kelembagaan. Kolaborasi antaraktor 

pentahelix telah hadir secara fungsional, tetapi belum terinstitusionalisasi 

secara formal. 

Rekomendasi yang diajukan meliputi: 

1. Pembentukan Forum Pengelolaan Ekowisata Dayun (FPE-Dayun) 

sebagai wadah koordinasi multiaktor. 

2. Pengembangan Sistem Monitoring Lingkungan Terpadu dengan 

keterlibatan akademisi dan komunitas. 

3. Integrasi kebijakan ekowisata ke dalam dokumen perencanaan 

pembangunan desa. 

Dengan penguatan tata kelola kolaboratif dan integrasi kebijakan 

lingkungan, Ekowisata Dayun berpotensi menjadi model pengelolaan 

ekowisata berkelanjutan di Kabupaten Siak. 
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